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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSIPELAYANAN PERSAMPAHAN/

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tpntflng Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan

Retribusi Pdayanan Persampahan/Kebersihan menjadi Retribusi
- LU

diatur dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi

Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

perHmhangpn sphagaimana dimaksud dalam

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan
Daprah Otnnnm K'ahnpaten-K'ahnpaten dalam lingknngan Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);
2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kiiab Undang-

Undang Hokum Acara Pidana (Lembairan Negara Republik Indonesia
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Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437}
sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ferubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor. 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraluran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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9. Peraturaii Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Peraungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndinesia
Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULITENGAH

dan
BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURytff DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BABI
w

KETENTUAN U3MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya riisingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TapanuliTengah yang merupakan
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

5. Bupati adalah BupatiTapanuli Tengah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbalas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkompulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Pungutan Daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, kemanfflatan lainnya yang dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfatan umum serta dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersilian adalah pungutan yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan

pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

o
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14.
sampah dari hasil pengumpulan dari Lingkungan Desa/Kehirahan/Kecamatan.

15.

dari hasil pengumpulan dari Lingkungan Desa/Kelurahan/Kecamatan.
16. Tempat Pembuangan Akhir flPA) adalah tempal untuk menampung, mengelola

mermiRnahkon sampah ,

17. Sampah adalah limhah yang berbentuk padat alau setengah padat yang berasal
dari kegiatan manusia, terdiri dari hahan nrganik dan annrganik Ingam atan non
logam dapat terbakar tietapi tidak buangan biologis/kotoran manusia.

18. Tinjaadalah limhah yang berasal dari buanganbiologist atail kotoran manusia.
19. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi alau badan yang menurut

ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pemba3Taran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
Jasa Umum.

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusiuntuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggnnnknn forrmilir atan telah dilaknkan dengpn cara lain ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang dihunjuk oleh Bupati.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melaknkan tagihan retribusi dan/atau Ranks! administratif berupa bunga
dan/ atau denda.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
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kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lam rfaiam rangka
melaksanakan toetentuan Peraturan Ferundang-undangan Retribusi Daerah.

25. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukd itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB n
RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Kama, Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Rstribuai Pelayanan Fersarapaban/Kebersihan dipungut retribusi atas
setiap pelayanan pengambilan, pengangkutan dan pembuangan alau penyediaan
lokasi pembuangan/ pernusnahan sampah rumah tangga dan industri perdagang&n.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan Bersampahan/Kebersihan adalah pelayanan
persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,

meliputi:
a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbemya ke lokasi pembuangan

sementara;
b. pengangkutan sampah dari sumbemya dan/atau lokasi pembuangan

sementara ke lolcasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
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(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaiirana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat
limum lainnya

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum.

BagianKedna
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pelayanan

Persampahan/Kebersihan.

Pasal 6J

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB m
PENETAPAN DAN MUATAN RESTRIBUSI

Bagian Kesatu
Persyatatan Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal7

Bupati mengusahakan dan/atau menampxmg peran serta masyarakat untuk

mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa :
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a. tempat sampah di tempal-tempat umum atau di jalan-jalan nmnm yang dianggap
pertu;

b. TPS, transfer depo dan tong-tongsampah sesuai dengan kebutuhan;
a saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat mandi, cud dan jamban

umum atau saluran pemutusan lainnyayang dianggap perlu.
d. angkutan sampah di kngkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS, transfer

depoatau TPA.

BAR IV
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Raglan KesafcU

Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 8

(1) Besamya retribusi yang temtang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaanjasa dengan tarif retribusi.

(4) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat berdasarkan
kelas, tempat, luas bangunan dan frekuensi pengangkutan sampah.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 9

Prinsip penetapan retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adaiah untuk

mengganti biaya adminisitrasi, biaya pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
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Bagian Ketiga

Struktur dan Besamya Tarif Retribusi

PasallO

Struktur dan besamya tarif retribasi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan
berdasarkan pengelolaan, adalah sebagai berikut.:
(1) PERUMAHAN:

a. Perumahan a/Klas Jalan Protokol
b. Perumahan b/Klasn & HI Jalan Protokol .
c. Perumahan c/Klas IV Jalan Penghubung
d. Perumahan d/KlasI Jalan Desa

(2) PERDAGANGAN:
a. Pedagang lesehan, PK 5
b. Toko Kedl
c. Toko Sandang, Toko Emas/ Unit
d. Toko Besar, Groair, Travel Biro

e. Toko Swalayan

(3) HOTEL/LOSMEN:
a. Hotel Berbintang
b. Hotel Melati

..Rp. 15.000,-/bulan

...Rp. 10.000,-/bulan

. Rp. 7.500,-/bulan

. Rp. 5.000,-/bulan

500,-/hari
Rp. 5.000,-/bulan
Rp. 15.000,-/bulan
Rp. 25.000,-/bulan
Rp. 35.000,-/bulan

Rp.

~\

Rp. 135.000,-/bulan
.Rp. 85.000,-/bulan
.Rp. 25.000,-/bulane. Losmen

(4) RUMAH MAKAN/RESTAURANT, WARUNG MAKAN, WARUNG ELEKTRONIK:

.Rp. 25.000,-/bulan

Rp. 15.000,-/bulan
. Rp. 10.000,-/bulan

a. Rumah Makan/Restaurant

b. Wamet

e. Waning

(5) PERUSAHAAN/PABRIK/INDUSTRI:
a. Luas 0s/d 5.000 rh2 ....
b. LUEIS 5.000 m2s/d 15.000 m2

c. Luas 15.000 m2s/d 25.000 m2

d. Luas 25.000 m2 keatas

..Rp. 10.000,-/bulan

..Rp. 20.000,-/bulan

.. Rp. 40.000,-/bulan

. Rp. 50.000,-/bulan
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e. Penggilingan Padi
USAHA TONTONAN HD3URAN/REKREASI DAN TEMPAT UMUM:
a- Bioskop
b. Bilfyard
c. Salon Keeantikan
d. Tukang Pangkas .
e. Tempat Rekreasi

BANGUNAN DAN USAHA LAIN:
a. Bengkel Mobil
b. Bengkel Sepeda Motor
c. Gudang

d. Grasi/Parkir MPU, Bus,Truk
e. Lapangan Bola Kaki Futsal
PERKANTORAN:

a. Pemerintah
b. Non Pemerintah/ Swasta

KHUSUS:
a. Membuang sampah ke TPA langsung

selain dari transper depo, TPS dan Pasar

Rp. 10.000,-/bulan
(6)

Rp. 15.000,-/bulan
10.000,-/bulan
10.000,-/bulan
10.000,-/bulan
15.000,-/bulan

.Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

(7)

.Rp; 15.000,-/bulan
7.500,-/bulan

15.000,-/bulan
15.000,-/bulan
15.000,-/bulan

Rp.
.Rp.
Rp.
Rp.

(8)
15.000,-/bulan

25.000,-/bulan
Rp.
Rp.

(9)
10.000,-/bulanRp.

Bagian Keempat

Masa Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 11

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatilcan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.
(4) Peraturan Daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut
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BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang dipungut di wilayah

Daerah.

Baginw Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

W Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagpimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa kards, kupon, dan kartu langganan

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar

2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutangyang tidak atau kurang

dibayar dan ditagih dengpn menggunakan STRD.
Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului

dengan Surat Teguran.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemxingutan retribusi

diatur dengan Peraturan Bupati.

(2)

(3)

(4)

(5)
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Bagian Ketiiga

Pemanfaafcan

Basal 14

{V> Pemanfiaataii dan penerimaarv masing-masmg jenis retribusi diutamakan untuk
mendanai kegjatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfeatan penerimaan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang dihunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-fllaRan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sq'ak

tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di

luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

suatu keadaan yang teijadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.

-12-
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kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Bupati dapat

a. mengurangkan ataii menghapuskan sanksi administxatif berupa bunga,
denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-
undangan retribusi Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD, SKRDLB yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan STRD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
e. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

penerapan

j)

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

yj (lj Mas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat meng^jukan

permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati Halam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
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(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuhi utang retribusi tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB vn
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Hak untuk mrfahnkan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,

kecuali apabilawajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran; atau
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t>- ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran
tersebut

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Fasal 21

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut megenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

)

BAB vm
INSENTIF FEMUNGUTANiJ

Pasal 22

(1) Instansi yang nvdakoanakan pemungptan retribusi. dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kineija tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman kepada Peraturan Pfemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

BAB X
PENYIDIKAIJ

Pasal 23

Pejabat Pegawai Negeri Spa tertentai damgkungan. Penaermfcah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

d. mpmmksa buku, calatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukh pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan

bukti tersebut;

(2)

(3)

- 17 -
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

j (1) Wajib retribusi yang tidak meiaksarvakarv kewajibannya sehinggp. merugjkan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau
kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

- 18 -
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Pasal 25

Denda sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 24 ayat (1), merupakan penerimaan
Negara.

RABXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kcbersihan, sepanjang

tidak diatur daiam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5

(lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

W

\
BAB xm

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Tapanuli Tengah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis palaksanaan Peraturan Daerah ini diatur

dengan Peraturan Bupati.

- 19-

Q



0 '

Rural 29

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini, dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah KabupatenTapanuliTengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 1 Desember 2011
BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 1 Desember 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

"P1

USMAN BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 17 TAHUN
2011 SERI C

J
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah dan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daenih dan Retribusi Daerah, maka ditetapkanlah peraturan
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan guna
Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

berkewenangan untuk mengatumya dalam Peraturan Daerah Tentang Retribusi

Kebersihan dan Persampahan.

G meningkatkan

H. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas.
Pasal 2

Cukupjelas.
Pasal 3

Ayat (1)

Cukupjelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya” adalah tempat yang

dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah

Daerah.
Pasal 4

Cukup jelas.
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Pasal 5
Cukupjdas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Masyarakat merupakan faktor pendukung guna tercapainya lingkungan

bersih.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

u Cukup jelas.
Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Dalam hal besamya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup

besar dan/atau besamya tarif ddak efektif lagt untuk mengendalikan

permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
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Pasal 15

Cukupjelas.

Pasal 16
Cukupjelas.

Pasal 17

Cukupjelas.
Pasal 18
Ayat (1)

Cukupjelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukupjelas
Huruf b
Cukupjelas

Huruf c
Cukupjelas

Huruf d

Cukupjelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan ”kondisi tertentu objek retribusi” antara lain
bangunan ditempati. sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib
Retribusi tertentu.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukupjelas.
Pasal 21

Cukupjelas.
Pasal 22

Ayat (1)
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Yang dimaksud dengan ”instansi yang pemungutan”
adalah dinas/badan/lembaga yang txrgas pokok dan fungsinya melakasanakan
pemungutan retribusi daerah.
Ayat (2)

Pemberian besamya insentif dilaknkan melalui pembahasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dmgan alat kelengkapan
Perwakilan Daerah yang membidangi masalah keuangan.
Ayat (3)

Dewan

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27Q

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULITENGAH
TAHUN 2011 NOMOR 17
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